SALINAN
NOMOR 6/2017

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan

yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme
dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang,
pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat
penyelenggara Negara termasuk di lingkungan
Pemerintah Kota Malang untuk melaporkan harta
kekayaan  yang dimilikinya  kepada  Komisi

Pemberantasan Korupsi;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan  Walikota tentang Petunjuk Teknis
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);



. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4250);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda
bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak
berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya
yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak
yang masih dalam tanggungan Penyelenggara
Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau
orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama

Penyelenggara memangku jabatannya.

6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang
selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam
bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang
uraian dan rincian informasi mengenai Harta
Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan,
pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara.



7. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

8. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh
Penyelenggara Negara kepada publik.

9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan
kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di

dalam LHKPN.

BAB II
MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan penyampaian dan pengelolaan LHKPN bagi
Pejabat Penyelenggara Negara  untuk mewujudkan
Pejabat Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas
umum Penyelenggara Negara yang bebas dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela

lainnya.

BAB III
WAJIB LHKPN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara serta Pejabat/Pegawai lainnya
diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan

LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut :

a. Walikota;
b. Wakil Walikota,;

o

Pejabat Pimpinan Tinggi (Struktural Eselon II);
Pejabat Administrator (Struktural Eselon III)
selaku Kepala SKPD;

o

e. Pejabat Administrator (Struktural Eselon III)

pada Sekretariat Daerah;



(3)

(1)

(2)

(4)

f. Direktur Perusahaan Daerah; dan

g. Auditor.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK

yaitu pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara
pada saat pertama kali menjabat;

b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara
Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau
pensiun; dan

c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai

Penyelenggara Negara.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan pertama/pengangkatan
kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara

Negara.

Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara
menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu)
tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh
sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling

lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
LHKPN disampaikan dengan cara sebagai berikut:

a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada  alamat
www.elhkpn.kpk.go.id;

b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk
kemudian dikirimkan melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN


http://www.elhkpn.kpk.go.id/
mailto:elhkpn@kpk.go.id

(baik secara langsung di Kantor KPK atau pos)
dalam bentuk file excel yang telah disimpan
dalam media penyimpan data. Formulir LHKPN
tersebut dapat diunduh melalui

www.kpk.go.id /layanan-publik /lhkpn;

c. bukti pengiriman atau tanda terima
penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, harus disampaikan oleh
wajib  lapor/Penyelenggara Negara apabila

dikirimkan langsung ke KPK kepada:

1. Inspektorat;

2. BKD selaku koordinator pengelolaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Malang;

3. Pengelola Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara masing-masing

Perangkat Daerah.

BAB V
UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 5

Untuk kelancaran pelaksanaan pengurusan LHKPN
dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN dengan susunan
keanggotaan sebagai berikut:
a. Tim Pengarah
Ketua : Walikota
Wakil Ketua : Wakil Walikota
Sekretaris : Sekretaris Daerah
Anggota : a. Asisten Administrasi Umum; dan
b. Staf Ahli Bidang Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat dan
Sumber Daya Manusia
b. Tim Pelaksana
Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian

Daerah


http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn

Sekretaris : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan
Penghargaan Badan Kepegawaian
Daerah
Anggota : a. Unsur Pelaksana Badan
Kepegawaian Daerah; dan

b. Unsur Pelaksana Inspektorat

Pasal 6

Unit Pengelolaan LHKPN berkedudukan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Malang.

Pasal 7

Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan
evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya
serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui
www.elhkpn.kpk.go.id;

b. menyampaikan data kepegawaian dan data
perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling
lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;

c. melakukan  pemutakhiran data  sebagaimana
dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;

d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan
instansinya untuk mematuhi kewajiban
penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,
Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Wajib Lapor Harta kekayaan Penyelenggara Negara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2017
WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.
IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019




